Sebczgmn ??zasyczm/éaz‘ massz menganggap polisi sebagai alat penguasa, hal ini
'z‘zdaf’e-_z‘ervlfpczs dari tindakan pemolisian yang terkadang dianggap tidak pro
}Eqb_a_dg vakyat. Sayangnya, situasi ini ferkadang dimanfaathan bagi entitas
- politik untuk mendukung tujusn politiknya, baik dengan cara pemanfaatan
524;!?;1‘_56?“ :daya kepolisian guna menunjang aktivitas politiknya, afau melakukan
pem&m_ﬁfﬁan karakter, confobnya dengan menyerang kelemahan sebual lembaga '
képofisian seperii tindakan keberasan dan korupsi, dimana hal ini secara fidak
langsung akan mempermalukan pihak yang pada saat itu berkuasa, dan akan
memberikan keuntungan bagi pibak oposisi. Artikel ini akan memberikan analisa
tentan o pengarub politik praktis tevhadap pelaksanaan tugas kepohsian kbususnya &i Indonesia. Hubungan
aniara tugas kepolision dan politik prokiis mevupakan resiko yang tidok bisa dibindari, namun bal tersebut
tidak akan menjadi masalah selama lembaga kepolisian masih memegang asas universal pemolisian, dan

mampn memberikan atensi penul éepaa’a masyarakarl umuni sebagai pemberi mandat.

Kata Kunci : Pemnolisian Lembaga Kepalisian, Politik Praktis

Pendahuluan
Ketika Undang -~ Undang  Kepolisian

nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Polri
berada di bawah presiden,’ ada konsekuensi
bahwa kepolisian akan terekspose dengan situasi
politik praktis yang mempengaruhi pelaksanaan
tugas pokoknya. Sayangnya, prediksi ini relatif
terbukti dengan adanya temuan di suatu satuan

diklarifikasi oleh pihak Polri, beberapa pihak
menganggap hal ini sebagai sebuah indikasi
bahwa Polri ikut
politik di Indonesia.

“bermain” dalam kegiatan

Makalah™ ini
hubungan antara fungsi pemolisian dan politik
praktis di Indonesia . Dalam penulisan ini, akan

akan mengkaji tentang

dibahas mengenai adanya kecenderungan partai

kerja Polri, dimana terjadi sebuah kasus adanya
perintah langsung dari pimpinan satuan kerja
tersebut  untuk mendukung entitas politik
tertentu.® Meskipun perkara ini akhirnya dapat

1. Undang - Undang Nomor 2 Tihun 2002 renrang kepolisian negara republik
Indonesia Pusal 8.

2. Apindicha Maharrani Mades Polvi aha fumpa Pers Soad VOD dukung Mega {
26 Juli 2004 } Detik.com < htpi//mews.detile.com/read/2004/07/26/10454

¥ Kempol. Bhakti Svhendarwan, SIK, MTCP, CFE, alemni PTIX
anglatan 48 vang pada saat inl bertugas sebagai penyidik pada Komisi

]’cmmrmrwm i\orupax i\_c-mcnmr atas tuhwn di bhakti.subendarwané
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“politik yang berkuasa dalam memanfaatkan

segala sumber daya vang ada guna menyokong

kekuasaannya,  tendenst  dimana  polisi
terpengaruh dalam lingkaran kekuasaan politik,
dan deskripsi dasi situasi pemolisian di negara
lain yang mempunyai situasi yang hampir serupa.
Dari pembahasan ini diharapkan timbulnya

pemahaman berimbang antara realita pemolisian

6/181338/10/mabes-polri-akan-jumpe-pers-soal-ved-dukung-mega> .




;-dan hubungannya -dengan pohtik prakns d1

~_namun _mempunyal fungsi. yang seragam. yaita

kej ahatan, .._pgnegakan - hukum

g penccgfah_an -

~dan menjamin - adanya -rasa aman. ? Karena

_ pentingnya ‘fungsi ' ini, maka kemudian - fungsi
“tadi - diwujudkan “dalam sebuah kelembagaan,
~ contohnya ' lembaga ~ Kepolisian = Republik
Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan
Polri. Sayangnya,peran ini sering disalahgunakan

oleh elite politik yang berkuasa, bahkan, seorang:

kriminolog berpendapat bahwa “Polisi. dijalan
memang tidak dapat mengatasi kejahatan ; tapi
kehadirannya dapat memecnangkan -pemilihan
umum”.* Meskipun ‘menurut penulis pendapat
tersebut tidak seluruhnya tepat karena argumen
tersebut lebih cenderung mengedepankan
pendapat pribadi tanpa didukung data yang
jelas. Akan tetapi, pendapat tadi dapat dijadikan
acuan bagi pt:nélitia_n Iebih lanjut, '

S ' _' :mata terla.ait"dengan kekerasan yang ddakukan{.:_-_'_:

:f”-.'.'dalam webmte mlhk london Metropohtan
 Police, Polisi adalah sebuah ﬁlﬂgSl yang selalu - -
- hadir dalam berbagm macam bentuk dan nama,

oleh kepohs1an Inggns Terutama apabﬂa ha.i':}:'.

Bahkan cenderung meiakukan dehumamsasi_ :

dan. demomsas; terhad'lp plhak pihak yang ol

berseberangan dengan pemermta.h s

Leb1h lanjut 1ag1, :
memanfaatkan institusi kcpo_hslan serta Lekuatan_
berée;;j ata demi: kelangsungan kekuasaan, akan -
dengan. mudah ‘bertransformasi menjadi suatu
tindakan kejahatan yang dilakukan oleh negara (
state crime ). State erime sendiri merupakan suata
bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih
banyak ~diperdebatkan ' oleh para - kriminolog
karena ketiadaan definisi yang pasti,5 dan mudah
sekali disamarkan bahkan dilegalkan = menjadi®
sebentuk aturan atau perundangan yang pastinya
dibuat oleh kelompok penguasa. Hingga saat ini
apa yang dimaksud kejahatan negara itu sendiri
masih tidak jelas, dikarenakan belum dapatnya
para pencliti untuk dapat membuat rumusan
global terkait kejahatan negara.” '

kecenderungan

Memang, banyak  keunggulan™  yang
dimiliki oleh sebuah lembaga kepolisian. Sebut
saja jumlah personil yang besar dan memiliki
kewenangan untuk melakukan upaya paksa,
kewenangan untuk menggunakan senjata api,
intelijen dan lain sebagainya. Dengan berbagai

3. History of the Metropolitan Police { accessed 4th Tune 2012 ) Metropolitan
Police <htep://www.mer.police ul/history/definition.htms [author’s trans],
4. A goldsmith, M Tsracl & K Duly (eds ) Crime end Justice - A Gride to
Criminelogy, 37 edition {Thomson Lawbook Co, 2006 1 373, 93 [ author’s

trans

.Fakta di Indonesia

Meskipun tidak ada bukti konkrit yang
menjelaskan  keterlibatan Polri dalam  hal

5. Penny Green and Tony Ward, State Crime : Governments, Violence and

corruption (Phsto Press, 2004) 80 { author's trans ],
6, Tra Sharkansky, ‘A State Action May Be Nasty but Is Not Likely 1o Be a
Crime’ in Juffrey Ian Ross (ed), Conerolling State Crime: An Tntroduction
(Gartand Reference Library of Social ‘Suence 1993) 35, 39 [ author’s trans].
Jeffrey Tan Ross and Dawn L Rothe, *lronies of Controlling State Crime’
{2008) 36 International Journal of Law, Crime and Justice 196, 197 |
author's trans §,
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o hukum guﬁa membenkan dukungan “atau
8 2 '1’1111111’113.1 damanfaatkan cialam pelaksanaan pohnk

nmplementaw daiam kehadupan
1 Mungkm ma51h klta 1ngat

:'__'yang kedua &anggap"hérhasﬂ menangam kasus

B kasus besar terkait dengan penyelenggara_

o .'nefrara Hal tersebut kalau - boleh dibﬂang
e '-mencrakomodlr rasa keadzlan masyarakat yang
. : merasa bahwa k‘llangan elit tidak pernah atau
tidak dapat tersentuh hukum. Jeli melibat hal
itu, ketika Pemlhhan Umum Tahun 2009, ramai
= rarnai bebe_rapa_ partai mengklaim bahwa
KPK mcmpakﬁ:n' produk keputusan politik pada
saat ‘partainya berkuasa.® Dari fakta ini dapat
disimpulkan, meskipun secara’tidak langsung
memanfaatkan lembaga penegak hukum yang
sedang naik daun tersebut, perilaku para aktivis
politik. tersebut mencerminkan keinginan yang
luat untuk memanfaatkan segala sumber daya
yang ada, yang dianggap mampu mendongkrak
perolehan suara dan meraih kekuasaan.

Pemolisian terkait erat dengan Politik

- Dari pembahasan diatas dapat dilihat,
bahwa lembaga yang memiliki fungsi kepolisian
dan politik praktis memiliki hubungan yang
sangat erat. Kebutuhan untuk mempertahankan
kekuasaan, tersedianya summber daya yang besar,

Fakta ini didukung oleh penelitian yang
_dilakukan - oleh beberapa akademisi * yang
~mendalami bidang  politik dan kepohs;an i

hasil kesimpulan mereka relaﬁf 'sama, ~bahwa '.
keterkaitan polisi dengan entitas polmk adalah....-;.3-:..'.'.-_' -.
tidak terelakkan. Salah satunya adalah Green dan - -
Ward yang menyatakan bahwa polisi beroperasi B
i . dalam lingkungan dan strukeur yang komplleks,_':: -
- ‘dimana polisi tidak hanya: berurusan dengan

beragam situasi dan keadaan sosial, namun harus

juga terkait dengan para elit politik, institusi S

sosial dan lembaga kenegaraan.’

Contoh lainnya dapat dilihat dari
pelaksanaan pemolisian di negara lain.
Contohnya Belgia, terkait dengan sistem
pemolisiannya, kepolisian  Belgia sudah
menerapkan apa yang disebut “excellens police
Sfunction” scbagai kerangka kerja manajemen
dan standar minimum praktek pemolisian.’®
Dalam kerangka kerja tersebut jelas disebutkan
bahwa- organisasi polisi terdiri terdiri dari lima
unsur, yaits manajemen dan kepemimpinan,
kebijakan dan politik, manajemen sumber daya
manusia, manajemen sarana, dan manajemen
proses kerja.'' Contoh ini merupakan bukd,
bahwa secara institusional, kepolisian Belgia
sadar bahwa proses bisnis organisasi mereka
sangat bergantung dari kebijakan politik dari
pemerintah atau pihak yang berkuasa.

Menemukan profil ideal

Pertanyaannya adalah, bagaimana Polri

~dapat menemukan profil idealnya dalam situasi

tarik yang mendorong entitas pohtlk berlomba -
lomba untuk memantaatkan lembaga —lembaga
tersebut. Ménariknya, fenomena ini terjadi bukan
hanya terjadi di negara — negara berkembang
dimana situasi politik dan perekonomiannya
masih jauh dari stabil, namun juga terjadi di
negara — negara maju.

8. PDI-P Anggap Pemerintah Gagal { 22 Januari 2009 ) Tempo.co <htep//
www. tempo.co/read/news/2009/01/22/055156502/PDI-P-Anggap-
Pemerintah-Gagal/2> |
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yang tidak terelakkan sebagaimana penjelasan
dalam  diskusi sebelumnya?  Apakah Polri
akan hidup sebagal bayang — bayang penguasa
negara, dan hanya akan bekerja sesuai dengan
arah kebijakan dan politik penguasa, ataukah

9. Green and Ward, abave n 5 79,

10. Sybille Smeets and Carrel Tange, * community Policing in Belgium , The
vicissitudes of the Development of 1 police model” 1n ]Jomm1quc wisler
and Lbhelkwoaha T3 . Qnuadiwe { eds Y, Comene ity Palicing internations!
Patterns and comparative perpectives (CRC Press, '?DG()) 125, 1 34 { amthor’s
trans) .

11, ibid.




. I_ :_Poln tet&p rnemegang _]ati diri umversal _sebag

: kepohsmn modéfn y&ng pernah dlﬁihS oleh Sir: S
.---_:.Robert Peel atau yang senng dlsebut dengan i .
._.:;.fZZw Peelzan Prmczples_ Pada - pnnmp ketuJ ho

hanyalah masyarakat biasa yang _dleI’l bayamn'
S .3.:untuk membcnkan perhatian penuh terhadap__f:_'
= ;.;':._'_ - _-mgas yang dibebankan kepadanya yalm menj aga _

: ketemban dan menccgah kejahatan o

Pr1n31p 2 dxatas "

berdln sendiri. Segala tindakan Polri harus

mendapatkan legitimasi dari selaruh entitas, baik

entitas politik maupun entitas publik, yang mana
hal ini juga tertuang dalam The Peefian Principles.
Kegagalan untuk mendapatkan legitimasi akan
mengakibatkan Polri akan menjadi “musuh
bersama” dari politisi dan publik ketika dalam
pelaksanaan tugasnya, polisi harus menggunakan
upaya paksa yang dianggap berefek negatif dan
bertentangan “dengan keinginan masyarakat
umum. Dimana, hal tersebut akan -menjadi
sasaran empuk bagi elit politik dari pihak oposisi
untuk menyerang pihak berkuasa.

5 'pentmg sebaga;. acuan

_Poln dalam mengambll Sl,kap Apapun bentuk E'
- intervensi ‘dan konflik kepentmgan dari. eht
....polmk harus d151kap1 Polri dengan lebzh
mengutamakan layanan kepada komumtas yang
“lebih- besar yaltu masyarakat . umum' sebagax"_-
o pemben mandat kepada Kepohsxan RI. Namun -

 harus disadari bahwa Polri tidak bisa sepenuhnya .

ahwa sebagai Pohs_x_, Poln memiliki nilai

__..kelompok dan grup masya:akat yang masmg______: :
masing msmlhkl tujuan dan kepcnnngan yang

berbeda. Namun, resiko dari kondisi yang t1dak':_
tcrelakkan tersebut dapat dxmlmmahsn dengan_

“cara kembalt ke fungsi universal kepohszan' '

yaitu sebagai masyarakat biasa yang diberi tugas
khusus ‘untuk menjaga keamanan, ketertiban
dan memberikan pengayoman. Dengan kembali
ke fondasi awal tujuan adanya sebuah lembaga
kepolisian, suatu lembaga kepolisian akan lebih
mudah menentukan sikap dan pola tindak sesuai

dengan perkembangan situasi. . N

Yang -lebih penting adalah kemampuan
dari institusi kepolisian tersebut untuk dapat
membuat - penilaian situasi  atau
fluktuasi politik yang berlangsung. Analisa ini
penting karena bagaimanapun juga, keabsahan
dari suatu tindakan kepolisian ditentukan oleh

terhadap

Dari “diskusi diatas™ dapat  disimpulkan
bahwa menentukan profil ideal Polri dalam
hubungannya dengan politik praktis di Indonesia
tidaklah mudah. Perlu kecerdikan dan kejelian
dari pimpinan Polri untuk menentukan arah
dan sikap organisasi menyikapi fluktuasi politik
di Indonesia. Akan tetapi kita harus bersyukus

12, Sandra Nazemi Sir Robert Peel’s Nine Principals of Policing ( accessed
4th June 2012 ) Los Angeles Community Policing <httpi/Awww.lacp.
0rg/2009-Articles-Main/062609-Peels9Principals-SandyNazemihtms
[author’s trans},
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legitimasi publik dimana didalamnya termasuk™

para elit politik. Dengan menggunakan analisa
tersebut, pimpinan lembaga kepolisian dapat
mengambil kebijakan ~ kebijakan penting
terkait hubungan lembaganya dengan entitas
politik, dengan tidak melupakan fungsi hakiki
kepolisian yaitu melayani, melindungi, dan
mengayomi masyarakat, serta sebagai lembaga
penegak hukum. (%)






